LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 23 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 22
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 23 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tsgda menjamin
keberhasilan peningkatan mutu dan pelayanan masyrakaka
dipandang perlu Menata Kembali Organisasi dan TH&ja
Pemerintah Kecamatan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebtasjidipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Orgad&aad ata Kerja
Pemerintah Kecamatan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang R&lakok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesiantah974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indardésmor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangr 43
tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LembBegara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambaleambéaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuamggmara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan &emnb
Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembamtuk
Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2906or
147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemb&nt®aerah
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan L@amba
Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lambéegara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara No4388);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentangaPgkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (lsearb Negara
Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara N8&¥f);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 terkawgenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraunT&900
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentangonfe
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara T200® Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang énamg
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Peljageii Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan &enb
Negara Nomor 4263);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Dan
BUPATI TOJO UNA-UNA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yergegang kekuasaan pemerintahan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Updawang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besertagRataDaerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga paderifeah Daerah yang bertanggung

jawab kepada Bupati dalam Rangka Penyelenggaraareriahan yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Dakeatbaga Teknis Daerah, Kecamatan

dan Kelurahan / Desa;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

Sekretariat Daerah adalah Sekretaris KebupatenUmmgeUna

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Pleaabgerah Kabupaten;

Kepala Kecamatan di sebut Camat.

S ™o

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Memgpunyai Wilayah Kerja
Tertentu, dan dipimpin oleh Camat;

(2) Camat Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Berkkdndsebagai Koordinator
Penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kerjanyeadaedibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Katan.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 3
(1) Camat Mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kawgan Pemerintahan yang di
limpahkan oleh Bupati, sesuai Karakteristik Wilaydtebutuhan Daerah dan Tugas

Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Pergndémdangan;

(2) Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Sebagaimana dithgdeda ayat 1 selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretdais 3 (tiga) Seksi, Serta Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dar
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial,
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah KecarBatasgaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini terlampir dan merupakan Bagian yang tidak Tsapkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB Il
TATA KERJA

Pasal 6
Dalam Melaksanakan Tugasnya, Camat, Sekretaris nkaem, Para Kepala Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional Wajib Menerapkan Rrikgiordinasi, Integrasi, Sinkronisasi
baik dalam Lingkungan Masing-Masing maupun antdu&@aOrganisasi Kecamatan Sesuai
dengan Tugas Pokok Masing-Masing.

Pasal 7
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Wajib MengawasvaBan Masing-Masing dan Bila
Terjadi Penyimpangan Agar Mengambil Langkah-Langikahg diperlukan Sesuai Dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Kecamatan B@uagg Jawab Memimpin,
Mengkoordinasikan bawahannya Masing-Masing dan Mgikdén Bimbingan Serta Petunjuk
Bagi Palaksanaan Tugas Bawahan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

(1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat Daerdlupidten bersifat koordinasi
Teknis fungsional dan Teknis Operasional;

(2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikalayah kerjanya bersifat koordinasi
Teknis Fungsional;

(3) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Pemerintah DesHabdioordinasi dan fasilitas;

(4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bekHiifatki.



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatam Diatur Lebih Lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepuiggati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Rergngkat Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan DaerghSepanjang Mengenai Pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggdindiangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya Memerintahkan Redeyugan Peraturan Daerah ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten UharUna.

Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal . 1 Oktober 2005
BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Di Undangkan di : Ampana
pada tanggal : 3 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Ir. CHAERULLAH LAMORO. Msi
Pembina Utama Madya

Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 232005 Seri D Nomor 22



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 23 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan OtonoaraDgang Luas, Nyata dan
Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32rmaB04 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dalakganaan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangamefntah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Urja-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang N8thdahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Ne@ahtain 2003 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditladpki dengan Keputusan Bupati
Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organifata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangadingana beban tugas yang
semakin besar pada Era Otonomi yang luas, NyataBéaianggung jawab ini, maka di
pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Petakan di Kabupaten Tojo Una-
Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan denganrapia@ prinsip efisien dan efektif
serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, nealkanpewadahi penyelenggaran
kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masinggnd®dalam suatu Organisasi

Pemerintah Kecamatan dengan Peraturan Daerah Kebhupajo Una-Una.

I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 13 : cukup jelas.



Lampiran . Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor : 23 Tahun 2005

Tanggal : 1 Oktober 2005

Tentang : Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan

CAMAT

SEKRETARIS

KECAMATAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL
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DESA KELURAHAN

BUPATI TOJO UNA-UNA

DAMSIK LADJALANI
Keterangan :

Garis Hubungan Operasional

Garis Hubungan Koordinasi & Fasilitasi.......



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR @ ..., TAHUN 2005

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004amgnPemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 TentadprRan Organisasi Perangkat
Daerah, Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomad58 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Organisasi Kecamatan, maka di pandang pathyesuaian Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas



BUPATI TOJO A—UNA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR ... TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA-UNA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjangankafan tugas sertamenjamin
keberhasilan peningkatan mutu dan pelayanan masyraknaka
dipandang perlu Menata Kembali Organisasi dan TH&ja
Pemerintah Kelurahan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebudtadi
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah nten@rganisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19Fdntang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesiantah974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indard¢smor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangr 43
tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LembBegara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambalembéaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nondr Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan &enb
Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tent®embentukan
Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2906or
147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43420);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 PeméamaDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentaagnibangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lhamidegara
Tahun 2004 Nomor 126);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tgnPamgangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Haman Negara
Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara N85&#);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 200@rngnKewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negataun2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentBedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara T20Q@ Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentAfegvenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Peljageii Sipil
( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahanb&emn
Negara Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tgntdreknik
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan BRandangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah danaRgan
Keputusan Presiden;

11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 ahgnPelaksanaan
Pengakuan dan Kewenangan Kabupaten / Kota.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dannOii Daerah Nomor
21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Mateidtan
Produk-Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonBaerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daera

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonBaerah Nomor 23
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HDlaarah;



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-6&ghudn 2002
Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 maB004 Tentang
Pedoman Organisasi Kelurahan.
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE RAH KABUPATEN TOJO
UNA-UNA

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO WNUNA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KRJA
PEMERINTAH KELURAHAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una ;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besertagRatdaerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,

c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga padarftah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Ddataim Rangka
Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dareSakat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga Tehknisdbaer
Kecamatan dan Kelurahan / Desa ;

d. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.

e. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris KebupatenUmgeUna

f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai PaibDgerah
Kabupaten

g. Kepala Kecamatan di sebut Camat

h. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Pd@rigaerah
Kabupaten di bawah Kecamatan.

I. Kepala Kelurahan di sebut Lurah.

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah KabupatenMamgpunyai
Wilayah Kerja Tertentu di bawah Kecamatan.
(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawahn d
bertanggung jawab kepada Camat.
Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

Lurah Mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kangen
Pemerintahan yang di limpahkan oleh Camat, sesumiekteristik
Wilayah, Kebutuhan Daerah Serta melaksanakan tigamerintahan
Lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundahagagan.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi



Pasal 4

(1) Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekret&&urahan dan 3
(tiga) Seksi, Serta Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdirt dar
a. Lurah
b. Sekretaris Kelurahan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(3) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan &efetp
dimaksud ayat (2) Pasal ini terlampir dan merapaBagian yang
tidak Terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB I
TATA KERJA

Pasal 5

(1) Dalam Melaksanakan Tugasnya Lurah, Sekretaris Keam, Para
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional WMgherapkan
Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi atagjat® kegiatan
Pemerintahan di Kelurahan.

(2) Lurah wajib memberikan Petunjuk, membina, membigbdan
mengawasi bawahannya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN
Pasal 6

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing JabAtean Diatur
Lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah $epanjang
Mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih langt d{epala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggdindiangkan.
Agar setiap orang Mengetahuinya, Memerintahkan ®a@ngan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalanbaram Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una.
Disahkan di Ampana
Pada Tanggal
2005

BUPATI TOJO UNA-UNA

_DAMSIK LADJALANI

Di Undangkan di Ampana
Pada Tanggal ...............ccoveennee.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA



“Ir. CHAERULLAH LAMORO. Msi
Pembina Utama Muda
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
NOMOK & e Tahun



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : ..o, TAHUN................

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004amgrPemerintahan Daerah,
dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 mgnRBedoman Organisasi
Perangkat Daerah, Serta Keputusan Menteri DalaneiNBgmor : 159 Tahun 2004
Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, maka di pgngeerlu Penyesuaian
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintalrddean.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas



Lampiran

. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor : Tahun 2005

Tanggal

Tentang : Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan

LURAH

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS
KELURAHAN

SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI SEKSI
KETENTRAMAN PEMBANGUNAN

DAN KETERTIBAN DAN KESEJAHTERAAN
UMUM SOSIAL

BUPATI TOJO UNA-UNA

DAMSIK LADJALANI



